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Abstract  
The aim of this research is to analyze how the Islamic monetary system can be used to control inflation and achieve economic stability. The method used is a literature study with a qualitative approach, analyzing academic literature and policies related to the Islamic monetary system in controlling inflation. The research results show that inflation is a complex phenomenon caused by natural factors and human error. In an Islamic perspective, inflation must be handled by avoiding usury practices and ensuring fair and sustainable economic growth. The conclusions of this research highlight the best practices of countries that implement the Islamic monetary system, such as Iran, Saudi Arabia, and Pakistan. The application of sharia principles in monetary policy can help control inflation and achieve economic stability. This research emphasizes the importance for the government and monetary authorities to adopt policies that focus more on social justice and poverty, as well as taking into account the factors that influence inflation from an Islamic perspective to create a system a more stable and fair economy. 
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1. Pendahuluan  
Kebijakan moneter dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengendalikan keadaan ekonomi agar mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan mengatur jumlah uang yang akan beredar. Otoritas moneter adalah suatu bentuk dimana mempunyai kewenangan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mempunyai hak untuk menetapkan suku bunga untuk menetapkan biaya dan stok atau persediaan uang suatu negara. Di Indonesia, Bank Indonesia dijadikan sebagai Bank Sentral karena Bank Indonesia termasuk lembaga kenegaraan yang bersifat independen. Tujuan Bank Indonesia selalu bersangkutan dengan kepentingan nasional, seperti harus mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dan Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi dimana sistem mekanismenya mampu mengalokasikan sumber dana nya secara baik dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor riil dan sistem keuangan.   
Kebijakan moneter dikeluarkan BI sebagai otoritas moneter di Indonesia. BI dalam menjaga kondisi perekonomian tetap tumbuh dan kondusif seringkali mengeluarkan kebijakan moneter yang berdampak kepada industri keuangan khususnya perbankan. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang berkaitan langsung dengan jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter menggunakan peubah jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rate) untuk mempengaruhi permintaan agregat dan mengendalikan ketidakstabilan perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan moneter pemerintah dalam hal ini BI juga dapat mengendalikan jumlah uang beredar, kredit dan perbankan. BI memegang peranan sebagai otoritas moneter di Indonesia. Di dalam kebijakan moneter, efektifitas kebijakan moneter tergantung pada hubungan antara jumlah uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti output (pertumbuhan ekonomi), tingkat bunga, dan inflasi. Dari sejumlah literature, dapat dilihat berbagai temuan empiris yang menarik mengenai hubungan antara uang beredar, inflasi, tingkat bunga, dan output. Temuan empiris tersebut secara umum menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang, hubungan antara pertumbuhan yang beredar dan inflasi adalah sempurna, sementara hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi dengan pertumbuhan output riil mungkin mendekati nol. Sementara tingkat bunga merupakan kebijakan otoritas moneter dengan melihat kondisi ekonomi global, kurang kompetitifnya barang dan jasa pada dasarnya disebabkan oleh tingkat inflasi yang tinggi sehingga keuntungan perusahaan pun akan menurun dan terhambatnya investasi (Jumiati, 2022) 
Inflasi didefinisikan sebagai kondisi terjadinya kenaikan jumlah uang beredar atau terjadinya kenaikan likuiditas Selain itu, penyebab inflasi lainnya adalah pengeleluaran pemerintah yang tinggi sehingga terjadi deficit. (Ega Rusanti, 2020). Indonesia kesenjangan sosial ekonomi semakin tinggi karena inflasi terus naik.  Hal ini disebabkan oleh penyebaran inflasi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tidaklah merata. Akibat dari inflasi menyebabkan semakin buruknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. (Jumiati, 2022) Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Penggunaan kebijakan moneter merupakan salah satu cara pengendalian inflasi.  Kebijakan moneter itu sendiri adalah rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, kestabilan nilai   uang, mendorong   kelancaran   produksi   dan   pembangunan   serta   memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kebijakan moneter merupakan cara untuk mengendalikan inflasi.  Perkembangan inflasi dipengaruhi dipengaruhi oleh inflasi inti yang stabil di tengah permintaan domestik yang membaik, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Pada dasarnya inflasi memang merugikan. Dampak negatif yang ditimbulkan inflasi sangat banyak.  Selain mendistorsi harga, inflasi juga mengerosi tabungan, menurunkan investasi, merangsang terjadinya capital flight, menghambat pertumbuhanekonomi, merusak   perencanaan   ekonomi   yang   sudah   dibuat, dan   yang   lebih   parah   lagi menimbulkan 
“kegerahan” sosial dan politik. Pemerintah di negara manapun di dunia ini, biasanya menjadikan inflasi sebagai “wabah penyakit” dan berusaha menyembuhkannya dengan mengadopsi kebijakan moneter dan fiskal yang konservatif dan terus menerus. Inflasi selalu menjadi persoalan yang paling mendapat perhatian dari pemerintah dan para ekonom, sejatinya inflasi tidak selalu menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan  ekonomi  bahkan  inflasi  bisa menimbulkan dampak positif dan untuk menstabilisasi laju inflasi pemerintah melakukan kebijakan  moneter  dan  fiscal. Dalam  ekonomi  Islam  pengendalian  inflasi  bukan  melalui pengendalian  jumlah  uang  yang  beredar  dengan  instrumen  suku  bunga    melainkan dengan  pendekatan  bahwa  tidak  ada  penambahan  uang,  jika  harus  menambah  atau mencetak uang harus diikuti dengan penambahan barang dan jasa. (Jumiati, 2022) 
 
2. Pengantar Sistem Moneter Islam  
 
2.1  Definisi Sistem Moneter Islam  
Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter (bank Central atau bank Indonesia) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar atau daya beli uang. Caranya adalah dengan menggunakan instrument-instrumen kebijakan moneter, seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit dan moral suasion. Melalui instrumeninstrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang ini pada akhirnya akan memengaruhi kestabilan moneter agar lebih kondusif pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran dan perbaikan kualitas kerja. (Fitri Kurniawati, 2018) 
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang dimaksud “Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga”. Kestabilan moneter sebuah negara adalah suatu kondisi yang memperlihatkan jumlah uang yang beredar mencukupi untuk mendukung seluruh transaksi dalam perekonomian. Dalam kondisi tersebut, jumlah uang yang beredar tidak berlebih ataupun kurang. Bila terjadi kekurangan atau kelebihan uang, maka pemerintah harus mengambil suatu tindakan atau kebijakan sehingga jumlah uang yang beredar kembali stabil. (Fitri Kurniawati, 2018) 
Menurut (Latifah, 2012) Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis terkait dengan sistem bunga sehingga sektor moneter lebih cepat berkembang dari pada sektor riil. Hal ini disebabkan karena sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan dari pada sektor rill. 
Kebijakan Moneter yaitu peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter (bank sentral) untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Kebijakan moneter berbeda dengan kebijakam fiskal, yang dilaksanakan melalui pembelajaan pemerintah dan pajak. Untuk penerapan kebijakan moneter berdasarkan pada hipotesis market interest rate. Maka kebijakan yang diambil adalah mengubah dari output riil dan kesempatan kerja kepada pencapaian stabilitas harga-harga. Dalam mendorong pertumbuhan perekonomian sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Kebijakan moneter Rasulullah selalu terkait dengan sektor riil perekonomian. Hasilnya adalah pertumbuhan sekaligus stabilitas. Islam memiliki pandangan yang khas mengenai sistem moneter atau keuangan. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan dimana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai berbagai mata uang lain. Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutak-atik suku bunga. Dan secara makro, sebuah tatanan ekonomi masyarakat yang ditopang dengan sistem ribawi tidak akan pernah betulbetul sehat. Pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. 
(Aqwa Naser Daulay, 2019). 
 
2.2 Tujuan Kebijakan Moneter 
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaransasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah. (Latifah, 2012). 
Menurut (Fitri Kurniawati, 2018) Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan neraca pembayaran internasional, kesempatan kerja, kestabilan harga, stabilitas ekonomi. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu. 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan kebijakan yang ingin dicapai baik oleh kebijakan moneter maupun kebijakan makro pada umumnya adalah pencapaian stabilitas ekonomi makro, seperti stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), pertumbuhan ekonomi, serta tersedianya lapangan/kesempatan kerja. Semua sasaran tersebut di atas sulit dicapai secara bersamaan karena seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut bersifat kontradiktif. Misalnya, usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya dapat mendorong peningkatan harga sehingga pencapaian stabiltas ekonomi makro tidak optimal (Perry Warjiyo, 2003). 
 
3 Inflasi Dalam Persfektif Islam 
 
3.1 Konsep Inflasi Menurut Ekonomi Islam  
Inflasi dalam perspektif Islam dijelaskan oleh Al-Maqrizi bahwa inflasi sebagai fenomena alam yang telah terjadi sejak zaman dahulu. Inflasi ditandai dengan kenaikan harga-harga secara umum dan kelangkaan barang/jasa. Konsumen pun harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang/jasa yang sama. Inflasi adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik alamiah maupun kesalahan manusia. Inflasi merupakan kondisi ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas karena terkait dengan dampaknya yang luas terhadap perekonomian secara agregat atau makro, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, daya saing, tingkat suku bunga, dan bahkan pemerataan pendapatan. Inflasi juga merupakan masalah yang selalu dihadapi dalam perekonomian bahkan inflasi juga menjadi agenda utama politik dan pengambil kebijakan bagi pemerintah (Rahma Detik Kuriningsih, 2023). 
Inflasi didefinisikan dalam berbagai literatur sebagai peningkatan harga umum yang berkelanjutan dalam suatu perekonomian. Menurut Sukirno, inflasi terjadi ketika kenaikan harga barang dan jasa disebabkan oleh permintaan yang melebihi penawaran di pasar. Inflasi terjadi ketika proses kenaikan harga berlangsung terus menerus dan saling mempengaruhi satu sama lain. Inflasi sering dianggap sebagai indikator yang baik untuk kondisi perekonomian suatu negara, namun, rendahnya inflasi tidak selalu berarti perekonomian negara tersebut sangat baik dan masyarakatnya sejahtera secara keseluruhan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan inflasi, namun pengendalian inflasi dalam ekonomi konvensional sering kali tidak memberikan solusi yang memadai. Bahkan, solusi yang ditawarkan sering kali saling bertentangan. Inflasi, yang didefinisikan sebagai kenaikan harga umum yang berkelanjutan dalam suatu perekonomian, dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi harus dipahami tidak hanya dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang etika dan moral yang diajarkan dalam AlQur'an dan Hadis. Ayat Al-Baqarah 2:275 memberikan panduan penting tentang larangan riba. Riba, atau bunga yang berlebihan, sering kali dianggap sebagai salah satu penyebab utama inflasi karena praktik ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi yang serius. Dalam ekonomi konvensional, bunga yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi dan harga barang, yang pada gilirannya memicu inflasi. Dengan melarang riba, Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil, di mana keuntungan dari transaksi didasarkan pada keadilan dan keseimbangan, bukan eksploitasi. (Kiki salastia, 2024) 
3.2 Konsep Inflasi Secara Konvensional 
Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga suatu barang meningkat secara terus menerus dan berlangsung sepanjang waktu. Inflasi merupakan suatu peristiwa moneter yang dapat mengakibatkan turunnya nilai mata uang terhadap suatu barang tertentu sehingga peristiwa ini akan menyebabkan terganggunya fungsi uang itu sendiri, distorsi harga, mengakibatkan rusaknya output di pasar produksi, merusak efisiensi dan investasi yang produktif, serta menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan sosial dalam masyarakat.  (Rahma Detik Kuriningsih, 2023) 
Salah-satu fungsi utama dari kebijakan moneter adalah sebagai pengendali inflasi, yakni menjaga stabilitas harga. Inflasi ialah peningkatan harga-harga umum atas barang maupun jasa, sehingga berakibat pada menurunya kekuatan membeli (purchasing power). Penyebab umum inflasi yaitu: Natural Inflation, yakni terjadinya peningkatkan daya beli masyarakat secara rill, impor menurun sementara ekspor meningkat, hingga penurunan tingkat produksi. (Ega Rusanti, 2020) 
3.3 Faktor-faktor penyebab inflasi dalam ekonomi Islam 
Peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, Inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya mereka (konsumen) harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa sejatinya inflasi tidak terjadi karena faktor alam saja melainkan karena faktor kesalahan manusia. Sehingga berdasarkan faktor penyebabnya Al-Maqrizi menegaskan bahwa inflasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor alamiah (Natural inflation) dan inflasi karena kesalahan manusia (Human Error Inflation). 
(Fadilla, 2017) 
	• 	Faktor alamiah (Natural inflation) 
Inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor natural yang sulit dihindari manusia. Menurut Al-Maqrizi, saat suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga kemudian membumbung tinggi, jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. • Kesalahan manusia (Human Error Inflation) 
Selain faktor alam, Al-Maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia menganalisis, ada tiga hal utama yang baik secara sendiri-sendiri atau pun bersama-sama menjadi penyebab terjadinya inflasi. Ketiga hal tersebut adalah: (1) Korupsi dan Administrasi yang Buruk, (2) Pajak yang Berlebihan, dan (3) Peningkatan Sirkulasi Mata Uang. 
Inflasi pada fenomena sosial ekonomi jenis pertama juga terjadi di masa Rasulullah dan khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan dan pengangguran. Sementara untuk jenis inflasi yang kedua, menurut Al-Maqrizi sama dengan penyebab yang mendasari terjadinya krisis di Mesir, yakni: korupsi dan Administrasi pemerintahan yang buruk; pajak berlebihan yang memberatkan petani, dan jumlah fulus yang berlebihan. Ini jelas lebih komprehensif dengan yang dikemukakan oleh Milton Friedman (bapaknya kaum monetaris) yang menganggap bahwa inflasi hanyalah semacam fenomena moneter. 
Beredarnya fulus yang berlebihan mendapat perhatian khusus dari Al-Maqrizi. Dalam pengamatannya, ternyata kenaikan hargaharga (inflasi) yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah fulusnya. Misalanya untuk pakaian yang sama ternyata dibutuhkan lebih banyak fulus. Akan tetapi apabila nilai barang diukur dengan dinar emas, jarang terjadi kenaikan harga. Untuk itulah Al-Maqrizi menyarankan agar sejumlah fulus dibatasi secukupnya saja, sekedar untuk melayani transaksi pecahan kecil (Diana Maghfiroh, 2020). 
 
3.4 Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian 
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi yang tinggi dapat menjadi masalah ekonomi karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain: 
1. Menurunkan daya beli masyarakat. Ketika harga barang dan jasa naik, maka  
2. masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. 
3. Meningkatkan biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku dan tenaga kerja dapat menyebabkan biaya produksi meningkat. Hal ini dapat membuat harga barang dan jasa menjadi lebih mahal, sehingga dapat meningkatkan inflasi. 
4. Mengurangi minat masyarakat untuk menabung. Ketika inflasi tinggi, nilai uang yang disimpan dalam bentuk tabungan akan tergerus. Hal ini dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk menabung, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. 
5. Merusak struktur ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan harga-harga di pasar. Hal ini dapat mempengaruhi investasi dan keputusan bisnis yang diambil oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. 
6. Meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat membuat masyarakat menjadi tidak yakin dengan kondisi ekonomi di masa depan. Hal ini dapat menghambat kegiatan ekonomi, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. 
Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi agar tidak menimbulkan dampak negative bagi perekonomian .Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 2020 tanggan 10 Pebruari 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dengan terbentuknya kepengurusan KNEKS dipusat maupun didaerah hendaknya segera mengambil langkah-langkah dan solusi untuk melaksanakan tupoksinya dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang ada. (Hari, 2023) 
4. Metode Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur akademik dan kebijakan terkait sistem moneter islam dalam pengendalian inflasi serta mereview praktik terbaik dari negara-negara yang menerapkan sistem keuangan syariah dan bertujuan untuk mendapati sudut pandang mengenai kebijakan moneter islam dalam megendalikan inflasi dengan cara menelaah isi dari artikel artikel yang diperoleh dari data tersebut. Dengan metode ini, penulis diharapkan dapat mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang obyektif.  
 
5. Hasil Dan Pembahasan 
Moneter berasal dari bahasa latin, moneta, yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang  atau  mekanisme  bagaimana  uang  disediakan  dan  beredar  dalam  kegitan  ekonomi.Kebijakan  moneter  (monetarypolicy)  adalah  suatu  usaha  dalam  mengendlikan  keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang  yang  beredar  dalam perekonomian.Usaha  tersebut  dilakukan  agar  terjadi  kestabilan harga dan inflasi. (Al-Fadli, 2015). Kebijakan moneter yang stabil dapat memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi. Dengan menggunakan mata uang yang memiliki nilai intrinsik dan terkait dengan logam mulia (Redi Hadiyanto, 2024). 
Kebijakan moneterIslam juga tidak sekedar menggarisbawahi keseimbangan atau antara bunga dan persediaan uang, namun juga mengalami kemajuan menuju pemerataan dengan kaidah keadilan.  Dalam masalah keuangan Islam, Islam mengambil posisi yang sangat mengesankan terhadap umatmanusia, dengan menyesuaikan peristiwa keuangan atau pedoman kerangka keuangan, yang menciptakan perekonomian yang sehat dan menyeimbangkan nilai-nilai   batin.   Meskipun   demikian, untuk   menjaga   sikap   obyektif   dan   umum   terhadap permasalahan tersebut, umat Islam juga melakukan kegiatan pemanfaatan subyektif, sesuai dengan pemikiran umat Islam. Untuk mengatasi permasalahan di masa lalu, Caprate telah memberikan beberapa pilihan sebagaialasan dalam permasalahan keuangan syariah, pilihan tersebut dianggap cukup dan tidak masuk akal bagi suatu negara apabila dikaji dengan lebih hati-hati.  Di antara pilihan-pilihan   tersebut   adalah:   pertama, kekurangan   finansial, ekstraksi   aset   secara   cepat dibandingkan dengan melanjutkan kekuatan biaya yang pada umumnya akan meningkatkan defisiensi moneter dan mempercepat pasokan uang tunai kemudian memicu ekspansi yang diperluas, juga pembentukan kredit bank bisnis, simpanan penting yang premis kerangka keuangan, dan toko.  anak perusahaan dalam jumlah yang menguntungkan dan sekaligus merupakan sumber utama perekonomian, ketiga, keseimbangan kelebihan angsuran, saat ini hanya sedikit negara-negara Islam yang ikut serta dalam kelebihan keseimbangan angsuran (Nuri Alvin.Revalina Melati Ayuningtyas, 2024) 
Kebijakan moneter ialah langkah-langkah yang diambil oleh penguasa moneter (bank Central atau bank Indonesia) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar atau daya beli uang. stem moneter yang digunakan di dunia saat ini merupakan hasil dari proses evolusi sistem moneter dari tahun-tahun sebelumnya. Pada zaman Nabi Muhammad Saw sudah ada Sistem moneter, pada saat itu sistem moneter yang digunakan adalah bimetallic, dimana yang menjadi standar alat tukar nya adalah dinar dan dirham (emas dan perak). 
Penggunaan emas dan perak yang kemudian berubah menjadi uang kertas adalah sebagaian kecil saja dari contoh kebijakan moneter yang ada di dunia ini. Ada beberapa kebijakan moneter yang diatur di dunia ini khususnya di Indonesia, seperti: Menaikkan atau Menurunkan Tingkat Suku Bunga, Melonggarkan Rasio LTV, Melonggarkan Ketentuan Uang Muka Kredit Kendaraan Bermotor, Pembelian dan Penjualan SBN, Menaikkan atau Menurunkan Giro Wajib Minimum. kebijakann moneter yang ada saat ini, dunia tidak dapat lepas dari sistem ribawi, dimana suku bunga menjadi andalan untuk mengambil keuntungan dari transaksi bisnis yang dijalani, hal ini tentu menjadi masalah bagi negara-negara Islam dan Muslim yang menganut prinsip-prinsip syariah di dalam menjalankan roda ekonominya. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagaimana dengan regulasi moneter yang ada pada negara-negara Islam dan muslim. Berikut adalah contoh kebijakan-kebijakan moneter yang ada pada negara-negara Islam (negara yang di dalam konstitusinya menyatakan bahwa negara berdasarkan syariat Islam) dan muslim (negara yang di dalam konstitusinya tidak menyatakan berdasarkan syariat Islam, namun mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dalam kehidupan sehari-harinya sangat kental nilai-nilai Islam hadir ditengah-tengah masyarakatnya). 
a) Regulasi Moneter Iran 
Iran merupakan sebuah negara yang pada tahun 1979 memproklamirkan dirinya menjadi negara Republik Islam. Di bawah pemerintahan Republik Islam Iran sistem ekonomi dan kebijakankebijakan moneter Iran harus berdasarkan Islam. Rezim pemerintahan Republik Islam Iran menetapkan kebijakan moneter bahwa bank-bank di Iran harus bebas dari sistem riba. Kebijakan ekonomi harus mengedepankan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga unsur-unsur yang dilarang oleh Islam harus dihapuskan dan diganti dengan unsur-unsur yang sesuai dengan Islam. Revolusi Islam Iran berimbas pada kebijakan moneternya, dimana pada era 1970-an, Iran merubah sistem keuangan yang ada menjadi sistem keuangan tanpa riba. Perubahan sistem keuangan di Iran otomatis berpengaruh kepada lembaga-lembaga keuangan yang ada di Iran, dimana lembaga-lembaga keuangan di Iran juga beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga. Berbeda dengan Iran, di negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia bank-bank dengan sistem bunga dapat berdampingan operasionalnya dengan bank-bank non bunga. (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2017). Adapun beberapa contoh instrumeninstrumen moneter yang digunakan oleh otoritas di Iran dalam menjalankan system ekonominya:  
1) Reserve Requirement ratio: lembaga otoritas Iran memberikan ketentuan rasio cadangan antara 10% sampai dengan 30%. Rasio ini umumnya digunakan untuk menyerap dana bank yang tidak terserap untuk digunakan sebagai peningkatan dana likuiditas. 
2) Adjusted open market operations: OMO adalah istilah yang digunakan untuk transaksi sekuritas di pasar terbuka. OMO umumnya tidak akan efektif diimplementasikan di negara yang pasar keuangannya masih tertinggal. Jika ingin digunakan di negara yang belum berkembang maka diperlukan penyesuaianpenyesuaian. 
3) Discount rates: dikarenakan Iran tidak menggunakan system berbasiskan bunga, maka penggunaan discount rates penggunaannya tidak seluas sebagaimana berbasiskan/konvensional. yang ada di perbankan. 
4) Credit celling: instrument ini dipakai untuk mengontrol uang yang di cetak, perkembangan likuiditas yang dihasilkan dari pertumbuhan moneter. Selain itu Credit celling juga dipakai untuk mengalokasikan dana dan fasilitas kredit untuk bagian-bagian tertentu dalam perekonomian yang dikehendaki. 
5) Minimum expexted profit ratio of bank dan bank’s share of profit in various contracts: denganh instrument ini maka bank sentral akan menetapkan minimum rasio dari keuntungan yang diharapkan pada bank pada kerjasama ventura dan kegiatan mudharabah yang beraneka ragam dalam setiap sektor usaha. 
Selain kebijakan di atas, berbeda dengan negara-negara lain yang menerapkan system konvensional, sertifikat investasi di Iran dinanamakan dengan istilah Sertifikat musharakah. Karena Iran menggunakan system tanpa riba, maka system keuangannya juga berbasiskan bagi hasil atau profit rate. (Riva Abdillah Aziz, 2023) 
b) Regulasi Moneter di Arab Saudi 
Syekh Mohammed Abdul Wahab mempunyai peranan yang sangat penting dalam berdirinya Kerajaan Arab Saudi, yang menjadikan Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Saud sebagai raja pertama berupaya menjadikan 
Arab Saudi sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Nabi menjalankan pemerintahannya. Sebagai negara yang menganut dan berlandaskan prinsip syariah, Arab Saudi menjalankan aktivitas moneternya dengan menggunakan peraturan moneter yang memasukkan prinsip syariah. (Yolanda Britania, 2024). Perlu diketahui bahwa negara Arab Saudi merupakan negara dengan nilai mata uang yang cukup stabil di dunia. Hal ini karena otoritas moneter di negara tersebut melakukan penerapan system pegged exchange rate system, atau system nilai tukar tetap dimana system ini berlaku sejak adanya penundaan akan tautan akan Riyal special drawing right di bulan Mei tahun 1981. Lembaga Saudi Arabian Monetary Authority ini bertugas untuk menangani berbagai urusan perbankan yang ada di Arab Saudi  diantaranya adalah mencetak mata uang dalam bentuk Riyal serta juga melakukan usaja untuk memperkuat mata uang tersebut serta melakukan pengeloaan kebijakan moneter dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar mata uang Riyal Arab Saudi. (Syarifyuddin, 2021) 
c) Regulasi Moneter di Pakistan 
Arab Saudi, sebagai negara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, menjalankan operasi moneternya sesuai dengan peraturan yang mencakup prinsip-prinsip syariah. Sejak didirikan, Pakistan telah menganut prinsip-prinsip Syariah, yang sangat mempengaruhi sistem perbankan negara tersebut, sebagaimana ditentukan oleh konstitusi berbasis Islam. Pakistan telah membentuk departemen di bank sentralnya untuk mengelola ekonomi Islam, yang salah satu tugasnya adalah mempelajari konsepkonsep ekonomi Islam. (Yolanda Britania, 2024) .Pakistan mengadopsi pendekatan bertahap dalam mengislamkan sistem keuangannya. Negara ini menerapkan model dual banking, di mana bank syariah beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Bank Negara Pakistan telah mengembangkan instrumen seperti Sukuk Ijarah Pemerintah dan Islamic Open Market Operations untuk manajemen likuiditas sektor perbankan Syariah (arah Qalbia, 2024) 
Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim dan memiliki latar belakang sejarah kental dengan prinsip-prinsip Islam menjadikan Pakistan menjadi sebuah negara dengan konstitusi Islam. Konstitusi negara yang berlandaskan Islam berimplikasi kepada konsep perbankan yang di dalam mekanisme operasionalnya menggunakan prisnipprinsip syariah. Penggunaan prisnip syariah ini sudah dicanangkan semenjak awal-awalnya terbentuknya negara Pakistan. Hal ini dilontarkan oleh Presiden pertama Pakistan Muhammad Alli Jinnah ketika berpidato di awal-awal terbentuknya negara Pakistan, beliau mengatakan bahwa akan membangun Pakistan dengan system perkenomian Islam. Pada tahun 1949 sidang konstituante Pakistan akhirnya mensahkan menjadikan Islam sebagai dasar negara yang selanjutnya Pakistan membentuk sebuah divisi yang mengelola perkeonomian secara Islam pada bank sentral (State Bank of Pakistan) nya, dimana salah satu tugasnya adalah meneliti konsep perekonomian secara Islam. Ketika Presiden Pakistan dipipnpin oleh Zia Ul Haq pada tahun 1978, Pakistan memutuskan untuk memberlakukan hukum Islam secara menyuluh dalam aspek kehidupan negara Pakistan. Salah satu aspek yang bertransformasi total kedalam system Islam adalah pada bidang perekonomian, dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Zia Ul Haq maka perbankan di Pakistan dijalankan dengan menggunakan prinsipprinsip syariah (Riva Abdillah Aziz, 2023) 
d) Regulasi Moneter di Indonesia 
Regulasi moneter di Indonesia mencakup berbagai undang-undang dan kebijakan yang saling terkait, dengan tujuan utama untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dan pengendalian inflasi. Melalui koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah, serta penerapan berbagai instrumen kebijakan, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Di Indonesia lembaga yang memiliki peran di dalam mengeluarkan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia (BI) sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Riva Abdillah Aziz, 2023). saat ini ada 3 kebijakan moneter di Indonesia yang meliputi Penetapan suku bunga. Bank Indonesia dapat menetapkan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian, Membeli surat berharga. Contoh kebijakan moneter di Indonesia lainnya adalah intervensi pasa, dan Persyaratan cadangan modal bank. Konsep ekonomi moneter merupakan Program Ekonomi Moneter mempelajari perilaku dan dampak kebijakan moneter, termasuk dampaknya terhadap suku bunga dan inflasi, serta konsekuensi dari tindakan kebijakan bank sentral. Laporan ini juga mempertimbangkan kekuatan makroekonomi yang mempengaruhi pengambilan keputusan bank sentral. (Bakti Toni Endaryono1, 2024). 
Indonesia merupakan negara yang menganut konsep ganda yaitu ekonomi konvensional dan hukum syariah dalam kebijakan ekonominya, sehingga kebijakan moneternya perlu diatur. sPeraturan ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai mata uang, karena berdampak langsung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Memastikan stabilitas nilai mata uang adalah hal yang paling penting dalam pengelolaan mata uang Islam, karena hal ini menandakan stabilitas tingkat harga yang diperlukan untuk mencapai tujuan ekonomi. (Yolanda Britania, 2024). 
KESIMPULAN 
Kebijakan moneter memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, Bank Indonesia berfungsi sebagai otoritas moneter yang mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk mencapai kestabilan nilai rupiah. Inflasi dipahami tidak hanya sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga dari sudut pandang etika dan moral. Dalam perekonomian Islam, inflasi harus ditangani dengan menghindari praktik riba dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Inflasi dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan kesalahan manusia, seperti korupsi dan kebijakan pajak yang berlebihan. Kebijakan moneter harus mempertimbangkan kedua aspek ini untuk mencapai hasil yang optimal. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi minat masyarakat untuk menabung, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menyoroti praktik terbaik dari negara-negara yang menerapkan sistem moneter Islam, seperti Iran, Arab Saudi, dan Pakistan, yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam kebijakan moneter dapat membantu mengendalikan inflasi dan mencapai stabilitas ekonomi. Penting bagi pemerintah dan otoritas moneter untuk mengadopsi kebijakan yang lebih fokus pada keadilan sosial dan kemiskinan, serta memperhitungkan faktorfaktor yang mempengaruhi inflasi dari perspektif Islam untuk menciptakan sistem perekonomian yang lebih stabil dan adil. 
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